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BUPATI GUITUNG MAS

PROVIilSI KALIMAIITTAI{ TENGAH

.PERATURAIT BUPATI GUITUITG MAS

NoMoR ?L txnun zo14

TEISTANG

ORGAI{ISASI DAN TATA KER*IA UITI? PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAII MASYARAI{AIT PADA DIIIAS KESEHATAI{

I(ABUPATEII GUTIUI{G MAS

Menimbang : a.

DEI'[GA$ RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUT{G MAS,

bahrva untuk meningkatkan peran dan fungsi daiarn tugas
pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat di
Kabupaten Gunung Mas yang merupakan tugas pokok dan
tungsi dari Dinas Kesehatan, dipandang perlu menetapkan
menetapkan Struktur dan Tata Kerja Pusat Kesehatan
Masyarakat (PUSKESMASi sebagai LInit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud
huruf a, perlu membentuk Organisasi dan Tata Keqa Pusat
Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah
Dinas Kesehatan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegarvaian {Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor SS,
Tami:ahan Lembaran Negara Nomor 3041) Selragaimana
telah diub,ah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun lggg
{Lembaran Negara Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169 Tami:ahan Lemtraran Negara Nomor BBg0);

Undang-Undang Namor 5 Tahun 2A02 tentang pembentukan
Kabupaten Katingan, I{abupaten Seruyan, Kablrpaterr
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya,
Kabupaten Barito Timur cii Provinsi Kalimantan Tengah
{LemLraran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAZ Nornor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor
a 180);

Undang-undang Reputrlik indonesia No.17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik
lnclonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lerrrbaran
Negara Republik Indonesia a2861; lt.rY

fuXengingat : 1.

b.

2"

3.

,



4.

5.

_) _

Undang-undang Republik indonesia No. 25 Tahun 2005
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor aa21)t

Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2AO4 tentang
Pemerintahan Daerah {L,embaran Negara Repubiik indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan LemLraran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437\, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 49afl;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor.33 Tahun 2AA4
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
aa38);

Undang-undang nomor 4A Tahun 2OO4 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa55);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2AO7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2AO5-2A25
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2AA7 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aToaj;

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2OA9 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor :

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2}li Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
szs4)

1 1. Peratliran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AA7 tentang
PemLragian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah
Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota {

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);

6.

7.

B.

9.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2AA7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah ( l,emhraran Fiegara Republik
lr:donesia Tahun 2OAT Namor 89, TamLrahan Lembaran
Negara Republik Indonesia liiomor 4741);

Peratura,n Presiden Nomor 72 Talnun 2A12 tentang Sistem
Kesehatan Nasional:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Daiam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2AO7
Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan N{enteri Dalam Negeri Nomor l Tahun 2014
tentang Pembentukan Procluk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 32);

Peraturan Menteri Kesehatan N*mor
741lMENKES/Per/VII/2AOB tentang Standar Pelalanan
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupatenf Kota;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor
128/MBNKES/SK/II I 2AO4 tentang Kebijakan Dasar Pusar
Kesehatan Masyarakat;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik indonesia Nomor
3T4IMENKES/SK/V l2AAg tentang Sistem Kesehatan
Nasional;

MEMUTUSKAN:

PERATURAI{ BUPATI TEI{TAIIG ORGAIIIISASI DAI'[ TATA
KEzuA UNIT PELAKSANA TEKI{IS PUSAT KESEHATAN
IWASYARAJ(AT PADA DI}IAS KESEIIASAT\T KABUPATEN
GIIflUITG MAS.

Menetapkan :
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BAB I

KEIESTUAI{ UMUTE

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
3. Bupati adaiah Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;
5" Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;
5. Unit Peiaksana Teknis )'ang selanjutnya disingkat dengan UPT adaiah Unit

Pelaksana Teknis pada Dinas Keselratan Kabupaten Gunung Mas;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat 3,ang selanjutnya disebut PUSKESMAS adaiah

Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung
Mas di Tingkat Kecamatan;

L Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas sebagai Unit Felaksana Teknis
Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;

BAB II

PEIVIBEI{TUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Gunung Mas.

BAB III

KEDUDUI{AsI, TUGAS POKOK DAN rUI[cSI

Bagian Kesatu
KEDUDUI{AI{

Pasal 3

(1) UPI PUSKBSMAS berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana sebagian kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas
Kesehatan.

(2) UPT PUSKESNIAS dipimpin oieh seorang Kepala UPT yang berada d.ibainah
dan bertanggung jau,ab kepada Kepaia Dinas.
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Eagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 4

UPf PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan
tugas :

a' Mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit ranpa
mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

kr' Menggerakkan berbagai sektor tingkat kecamatan, sehingga berwar,vasan
kesehatan.

c' Memantau dampak berbagai upa-ya pernbangunan terhadap kesehatan
masyarakat di u,ilayah kerjanya.

d. Membina setiap upa)'a kesehatan strata pertarna yang diselenggarakan olei:
masyarakat dan dunia usaha di r.lrilayah keianya.

e. Men,v-elenggarakan upaya kesehatan strata pertama (primer) secara merata
dan terjangkau di r,vilayah kerjanya.

f. Memberdayakan kesehatan perorangan, keiuarga, dan masyarakat, beserta
lingkungannya.

g. Memadukan penyelenggaraan setiap upaya puskesmas secara terpadu,
dengan lintas program dan iintas sektor.

h" Menerapkan konsep rujukan yang menyeluruh dalam koordinasi dengan
Dinas Kesehatan Kabupaten.

Eagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 5

Fungsi dari UPT PUSKEShTAS adalah sebagai berikut :

a. Sebagai pusat penggerak pembangunan benvarnasan kesehatan, denganselalu berupaya meriggerakkan dan memantau pen3,.-e1engg.r"*r,
pembangunan lintas sektor termasuk oleh masl,arakat dan dunia usaha
rvilayah keq'anya, memantau dan melaporkan d,ampak kesehatan dari r,vila3.-ah
kerjan)ra, memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari
pen5rslsrggaraan setiap proses pembangunan di r,vilayah kerjanya.

b. Sebagai pusat pemberdaSraan mas),arakat agar mfmiliki kesidaran, kemauan.
dan kemampuan hidup sehat, berperan aktif rlalam memperjuangkan
keper:tingan kesehatan te:-m.asu}< pembiayaann-\ra, serta ikut mer:etap}an.
menvelenggarakan dan rnemantau pelaksanaan program kesehatag.

c. Setiagai pusat pelavanan kesehatan strata pertama secara menveluruh,
terpadu dan berkesinamLrungan" _yang meliputi :

1) Pela-r,anan kesehatan perorangan, yaitu pelayanan l..,ang bersifat pribadi
{private goods} dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dar:
pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan
kesehatan dan pencegahan penyakit.
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2l Pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu pelayanan yang bersifat publik
{publie goodsf dengal tujuan utama memelihara dan meningkatkan
kesehatan serta mencegah penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan
kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan,
pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan grzi,
peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta
berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

BAB TV

ORGAI{ISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

PaEal 6

{1} Susunan Organisasi UPT PUSKESMAS terdiri dari :

a. Kepala UPT;
b. Sub Bagiaq Tata Usaha;

Urusan Pe1a3,s63n Klinis/ Perarvatan;
Urusan Kesehatan Masyarakat;
Urusan Pembinaan Kesehatan Masrrarakat
Puskesmas Pembantu

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
t2) Bagan Struktur UPI' PUSKESMAS sebagaimana terlampir dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
*.,"?i=:;kesmas

Kepala Puskesmas mernpunyai tugas :

a. Menl,usun rencana dan program kerja PUSKESMAS sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. Menata dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bid,angnya;
c. Memberikan petunjuk kepada banvahan untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;
d. Menilai prestasi kerja barvahan sebagai bahan pembinaan kepeganaian;
e. Menvusun konsep rerrcana- kegiatan;
f. PenS'elenggaraan administrasi FUSKESMAS meliputi Llrusarr

ketatausahaan dan kerumahtanggaan, kepeganvaian, keuangan.
perlengkapan, dan informasi upaya peningkatan kesehatan masyarakat
dan pelaporan;

g, N{elaksanakan kerjasama dengan Organisasi terkait untuk
meningkatkan pembinaan dan pengembangan }<esehatan masyarakat
berkoordinasi dengan Camat:

h Menyr-rsr-rn laporan pUSKESMAS dengan hasii Jvalag teiah dicapai sebagai
pertanggungj arvaban pelaksanaan tugas;

r
d.
e.
f.
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i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.

Bagian Ketiga
Kepala Suhb*gian Tata Usaha

Pasal I

t1l Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Unsur pimpinan PUSKESMAS
yang berada di bawah d,an bertanggung janab kepada Kepaia
PUSI{ESMAS

t2l Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata
Usaha

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunvai tugas menyelenggarakan kegiatan
administrasi, perencanaan, umum, perlengkapan, keuangan, dan
kepegaw'aian.

Pasal 1O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala
Subbagian Tata Usaha mempullvai fungsi:
a. Melaksanakan periyusunan rencana dan program kerja, perencanaan,

pelaporan, dan pembinaan organisasi serta tatalaksana;
b. Melaksanakan pengeioiaan tata usaha dan kegiatan urusan umum dan

perlengkapan;
c. Mengurus penerimaan, penyaluran, pelaporan, dan pertanggung jarn'aban

keuangan PUSKESMAS berd.asarkan peraturan dan ketentuan ).ang
berlaku.

d. Melaksanakan pengaturan dan penyediaan sarana cian penyediaan
sarana dan prasarana untuk melaksanakan pelayanan kesehatan
masyarakat.

Bagian Keempat
Urusan Pelayanan Klinis /Perawatan

Pasal 11

Pelaksana Urusan Pelayanan Klinis/Perawatan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pelayanan pengobatan umum, gid, dan pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak

b. Melaksanakan pelayanan klinis Keluarga Berencana
c. Melaksanakan pelayanan pengobatan khusus
d. Melaksanakan pelayanan kegiatan labora"torium
e" Melaksanaka.n pelayanan obatlfarrnasi
f. Melaksanakan kesietan porldok bersaiin
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Bagian Kelima
Urusan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pasal 12

Pelaksana Urusan Pela;ranan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :

a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Usaha Kesehatan Sekoiah dan Usaha
Kesehatan Gizi Sekolah.

b. Melaksanakan pelayanan dan pembinaan Kesehatan Lingkungan.
c. Melaksanakan pelayanan di bidang Pemeriksaan Maya1.
d. Melaksanakan pelayanan di bidang imunisasi, epidemiologi, Team Medis

Keliling Keluarga Berencana, dan lain-lain.
e. Meiaksanakan pelayanan di bidang bantuan kesehatan kepada

masyarakat.
f. Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masl,arakat termasuk

kunjungan ke rumah-rumah.

Bagian Keenam
Urusan Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Pasal L3

Pelaksana urusan PemLrinaan Kesehatan Masyrakat mempuilyai tugas:
a. Melaksanakan pembinaan dan pen_v*uluhan kesehatan masyrakat.
b. Melaksanakan upaya-upay'a peningkatan pengetahuan melalui

pendidikan dan pelatihan kepada petugas kesehatan dan dukun
kampung.

c. Melakukan pembinaan, peningkatan dan penga\ rasan terhadap Unit
Fasilitas kesehatan.

d. fuleiaksanakan kegiatan pelayanan Faiang Merah Indonesia itrMii dan
Donor Daerah.

e. Melaksanakan pemhinaan kesehatan keluarga dan gizi.
f, Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat mengenai

pembangunan kesehatan keluarga dan gizi.
g. Melaksanakan pemi:inaan kepada Badan Fenyantun PUSKESMAS dalarrr

rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat yang peduli penanganan
pembangunan kesehatan keluarga dan gizi di wila_vah Kecamatan.

Bagian KetuJuh
Puskesmas Pernbantu

Pasal 14

(1) Puskesmas Pembantu adalah peiaksana operasional yang bertugas
membantu sebagian tugas pekerjaan operasional Puskesmas di desa _vangjauh dari jangkauan pela.vanan operasional Fuskesmas.

(2) Puskesmas Pembantu dipimpin oieh seCIrang pelaksana Puskesmas
Pembantu yang bertanggung jar,r,ab kepada Kepala Puskesmas.
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Pasal 15

Pelaksana Puskesmas Pembantu mempunyai tugas pokok membantu
sebagian tugas operasional Puskesmas di desa-desa daiam memkrerikan
pen1rulu5.r, bimbingan dan pelayanan kesehatan kepada masyrakat
setempat.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

I(elompok Jabatan Fungsionai mempun-vai tugas :

a. Melaksanakan tugas-tugas fungsional daiarn program pelavanan
kesehatarr ma$varakat

i:. Meiaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan mas)-arakat
c. Melaksanakan kegiatan penilaian dal.am rangka pengendalian mutll

pelavanan kesehatan masyarakat

Pasal 17

Uraian tr-rgas sebagaimana dimakud dalam Pasal 16 adalah sebagiarr tugas
daiam jatratan fungsional yang ditetapkan oleh Pejabat -l,'ang ber:venang
untuk itu. Dalam pelaksanaan tuges sehari-hari d"ikoordinir oleh Kepala
Puskesmas

BAB V

ESEI,OH DAH PEilGAIIGI{ATAS DAJ,AM JABATAH

Bagian Kesatu
Eselon

Pasal 18

i1) Kepaia Puskesmas merupakan jabatan struktural eselon IV a.

{2) Dalam keadaan tidak tersedia tenaga yang memenuhi syarat untuk meniaLrat
jabatan eselon, ditunjuk pejabat sementara yang sesuai dengan kriteria
Kepala Puskesmas 5rakni seorang saq'ana di bidang kesehatan :,,s.ng
kurikulum pendidikann3,a mencakup Lridang kesehatan masyarakat, dengan
kerneRangan yang setara dengan pejabat tetap.

i3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakai: jabatan struktural eselon IVb.
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(1)

(2)

Bagian Kedua
Pengangkataa Dalam Jabatan

Pasal 19

Kepala Puskesmas dan Kepala Sub Bagran Tata Usaha diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
Pelaksana Fuskesmas Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala
Dinas.

BAB VII

TATA KERJA
Pasal 2O

Dalam melaksanakan tugas Kepala Pukesmas dan Kelompok Jabatan
Fungsionai rn'ajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan Puskesmas maupun antar satuan organisasi di
lingkungan dinas serta dengan instani lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Puskesmas wajib mengar,l,asi bawahannya dan bila terjadi
penyimpangax agar rnengambil langkah-langkah yang eliperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-un dangan.

Kepala Puskesmas bertanggung jau'ab memimpin dan mengkoordinasikan
bartahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas baw-ahannya.

t4) Kepala Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menl,iapkan iaporan berkala
tepat pada u.aktunya.

Setiap laporan yang diterima Kepala Puskemas dari bar.vahannya u.ajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut
dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Dalam men)'ampaikan laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan
u'ajib disampaikan kepada satuan organisasi lain secara fungsional
mempunvai hubungan kerja.

Dalarn melaksanakan tugas Kepala Puskesmas daiam rangka pernberian
bimbingan kepada barvahan u,ajib mengadakan rapat berkala.

(1)

tzj

t3)

(s)

(6)

{v1
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BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 21

t1) Pelaksana urusall peiayanan kesehatan/paramedis ditetapkan oleh Kepala
Dinas atas usul Kepaia Puskesmas yang bersangkutan.

{2) Penetapan tugas dan uraian tugas secara rinci dibuat oleh Kepala
PUSKESMAS dan diketahui oleh Kepala Dinas.

BAB IX

KETEIITUAS PEITUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada {ar.gsat tb oWMr 9bl4

Plt. BUPATI GUIIUNG MAS'
WAKIL BUPATI

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal lg *.tdev 2Ol4

SEKH.ETARIS DAERAI{
MAS

BTRITA r(ABup.[Trn cuNUHc MAs TArru$ zai^4 Nor\[oR, Z*d //2/,14



- 1/- -

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 32 TAHLTN 2Oi4

TANGGAL $ dqEq Z}ru

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHA'TAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEi\ GUNUNG
MAS.

BAGA1Y STRUKTUR ORGA}IISASI
uP? PUSAT KESTHA?Am MASYARAKffT {PUSKESMASI

I{ABUPATEN GUNUI{G MAS

KEPALA
PLJSKESMAS

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

{JRUSAN
PELAYANAN
KESEHATAN

MASYARAKAT

PIt. BUPATI GUNUNG MAS,

KEPALA
SUBBAGIA}{

TATA USAHA

URTISAN
PELAYANAN
KL]NIS,'
PEIIAWATAN

UR"USAN
PEMBINAAN
KESEHA'IAN

MASYARAKAT

w"

DOI{OFTG


